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Abstrak 
Jaminan sosial merupakan hak seluruh rakyat Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan sosial merupakan instrumen yang sangat dibutuhkan oleh pekerja dalam melindungi dirinya dari resiko yang ia dapatkan saat bekerja. Pekerja sektor informal khususnya Pekerja Rumah Tangga (PRT) kerap mendapati diri mereka tidak terlindungi oleh jaminan sosial. Hal tersebut tidak selaras dengan Pasal 11 huruf g Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan PRT yaitu “kewajiban pengguna PRT untuk mengikutsertakan PRT dalam program jaminan sosial”. Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi Kewajiban Pengguna PRT atas jaminan sosial PRT di Kota Surabaya dan untuk mengetahui PRT membutuhkan jaminan sosial di dalam kehidupannya sebagai jaminan dari risiko ketidakpastian saat bekerja. Menganalisis faktor-faktor penghambat yang dialami oleh Pengguna PRT dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengikutsertakan PRT dalam jaminan sosial. Metode yang digunakan yuridis sosiologis dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan banyak Pengguna PRT yang belum mengetahui akan kewajibannya untuk mengikutsertakan PRT kedalam Jaminan Sosial. Adapula faktor penghambat dalam implementasi kewajiban Pengguna PRT atas jaminan sosial PRT di Kota Surabaya diantaranya, lemahnya Permenaker Perlindungan PRT dimana Peraturan tersebut belum bisa menjadi payung hukum PRT, kurangnya pengawasan dari lembaga yang berwenang memberikan perlindungan PRT atas Jaminan Sosial di Kota Surabaya yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Surabaya, lalu kurangnya sumber informasi bagi pengguna PRT mengenai perlindungan PRT dan minimnya kesadaran masyarakat akan sebuah peraturan yang berlaku mengenai hak dasar warga negara dalam mendapatkan perlindungan jaminan sosial khususnya PRT di Kota Surabaya.
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Abstract

Social security is the right of all Indonesian people as regulated in Article 28 H paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Social security is an instrument that is very much needed by workers in protecting themselves from the risks that they get while working. Informal sector workers, especially domestic workers (PRT) often find themselves unprotected by social security. This is not in line with Article 11 letter g of the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 2 of 2015 concerning” the Protection of Domestic Workers, namely regarding the obligations of domestic workers to include domestic workers in social security programs”. The purpose of the study was to analyze the implementation of the Domestic Workers' User Obligations for domestic workers' social security in the city of Surabaya and to find out that domestic workers need social security in their lives as a guarantee from the risk of uncertainty at work. Analyze the inhibiting factors experienced by domestic workers in carrying out their obligations to include domestic workers in social security. The method used is sociological juridical by using direct interview data collection techniques. The results showed that many domestic workers did not know their obligations to include domestic workers in social security. There are also inhibiting factors in the implementation of the obligations of domestic workers for domestic workers' social security in the city of Surabaya, including the weakness of the Permenaker for the protection of domestic workers where the regulation cannot yet become a legal umbrella for domestic workers, the lack of supervision from institutions authorized to provide protection for domestic workers on social security in the city of Surabaya, namely BPJS Health and BPJS Employment for the City of Surabaya, then the lack of sources of information for domestic workers regarding the protection of domestic workers and the lack of public awareness of an applicable regulation regarding the basic rights of citizens in obtaining social security protection, especially domestic workers in the city of Surabaya.
Keywords: Libility, Social security, Domestic Workers.
PENDAHULUAN
Negara Indonesia menjamin hak masyarakatnya dalam berkehidupan dengan memberikan hak atas pekerjaan yang layak sesuai dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yaitu “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan”, berdasarkan ketentuan tersebut tiap warga negara berhak atas suatu pekerjaan yang pantas, yaitu terdapat perlindungan, kesejahteraan, keamanan, dan ketenangan yang didapatkan dalam suatu hubungan kerja.

Pekerja dalam melakukan pekerjaannya memerlukan suatu kepastian dalam hal perlindungan yang mana untuk mengurangi risiko yang mungkin didapatnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu alat atau instrumen yang dapat mengurangi risiko tersebut, yaitu dengan mendaftarkan pekerja dalam Jaminan Sosial (Husni 2004). Jaminan sosial termaktub pada Pasal 28H ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat.”

Menurut Suharto kesejahteraan sosial yang diberikan oleh negara dalam bentuk jaminan sosial, khususnya untuk masyarakat kurang mampu (Suharto 2010). Oleh karena itu jaminan sosial adalah salah satu wujud dari tujuan Negara Indonesia untuk memberikan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Amanat untuk membentuk sebuah sistem jaminan sosial telah diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: 
“Bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Atas dasar tersebut dapat dimaknai bahwasannya hak atas jaminan sosial merupakan hak asasi manusia. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang kemudian disebut sebagai “UU SJSN” (Sudrajat, 2018).
Pemerintah pada tahun 2011 telah mengundangkan UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang kemudian disebut “UU BPJS” untuk memenuhi UU SJSN. UU BPJS mengatur mengenai lembaga BPJS dimana terbentuk untuk melaksanakan program jaminan sosial di Indonesia. Program yang diberikan terdapat dua, yaitu : BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Kesehatan memberikan program jaminan sosial sebagaimana telah diatur dalam UU SJSN bahwasanya Jaminan Kesehatan dilaksanakan secara nasional berdasar pada prinsip asuransi sosial serta prinsip ekuitas, yang bertujuan menjamin peserta (telah membayar iuran secara mandiri atau iuran dibayar oleh pemerintah) agar mendapatkan manfaat pemeliharaan kesehatan serta perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan (Dewi and Sulistyani 2017). BPJS Ketenagakerjaan membentuk Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian. BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga pekerja akan merasa tenang dan konsentrasi kerja menjadi lebih baik, dengan demikian pekerja lebih merasa puas dalam bekerja dan meningkatkan kinerja pekerja (Suwati 2013).

Secara keseluruhan jaminan sosial di Indonesia saat ini hanya dapat menjangkau pekerja pada sektor formal, sebagian besar pekerja yang memiliki jaminan sosial termasuk dalam tenaga kerja yang cukup mampu  (Afifah and Hidayati 2016). Hal ini dikarenakan pekerja sektor formal termasuk dalam golongan pekerja penerima upah yang setiap bulannya terdapat iuran jaminan sosial yang dipotongkan dari penghasilannya. Sedangkan pada pekerja sektor informal tergolong dalam pekerja bukan penerima upah, dimana upah setiap bulannya tidak menentu tergantung pada kinerjanya sehingga pekerja sektor informal wajib membayar sendiri jaminan sosialnya (Jamsos Indonesia, 2019).

Tenaga kerja pada sektor informal, seperti Pekerja Rumah Tangga (PRT) kerap tidak terlindungi oleh jaminan sosial atau menjadi sasaran dari program sosial yang dapat memberi manfaat seperti golongan penghasilan yaitu PNS, TNI, POLRI, dan Pekerja Formal lainnya. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendefinisikan sektor informal sebagai aktivitas ekonomi yang tidak terdaftar, yang tidak memiliki struktur organisasi formal, dimana memiliki ciri-ciri : lingkup keluarga, kegiatan berskala kecil, padat karya, menggunakan teknologi yang diadaptasi  serta bergantung pada sumber lokal (Idris, Trisnantoro, and Satriawan 2015).
PRT sebagai salah satu sektor informal memiliki hubungan kerja antara PRT dan pengguna PRT perlu diarahkan agar tercipta kerjasama para pihak agar saling menghormati, saling membutuhkan, saling mengerti tentang peranan serta hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak. PRT dalam melaksanakan pekerjaannya memerlukan sebuah perlindungan. Perlindungan PRT tidak terlepas dari peran serta Pengguna PRT dengan memberikan hak PRT yang telah disepakati serta melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna PRT. 
Kewajiban pengguna PRT mengenai jaminan sosial diatur pada Pasal 11 huruf g Permenaker Perlindungan PRT yang berbunyi:
“Kewajiban Pengguna: 

a.  Membayar upah sesuai dengan Perjanjian Kerja;
b.  Memberikan makanan dan minuman yang sehat;

c.  Memberikan hak istirahat yang cukup kepada PRT;
d.  Memberikan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;
e. Memberikan tunjangan hari raya sekali dalam setahun;
f.  Memberikan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
g.  Mengikutsertakan dalam program jaminan sosial; 

h.  Memperlakukan PRT dengan baik;
i.  Melaporkan penggunaan jasa PRT kepada Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain..”
Mengikutsertakan PRT dalam program jaminan sosial ini yang dimaksud adalah dengan mendaftarkan PRT ke program jaminan sosial di Indonesia. Demi terjaminnya kesejahteraan PRT, mengingat PRT yang tidak masuk dalam data Penerima Bantuan Iuran dan sebagian besar tidak menjadi peserta BPJS mandiri dan belum mendapatkan perlindungan dari jaminan sosial. PRT beresiko mengalami penurunan atau kehilangan pendapatan akibat sakit, kecelakaandan/atau meninggal dunia. Sehingga mendaftarkan PRT dalam program BPJS menjadi komponen penting dalam perlindungan PRT. 
Faktanya, kondisi PRT yang ada saat ini cukup memprihatinkan. Kondisi PRT yang bekerja di sektor informal, membuat mereka rentan akan eksploitasi, perbudakan modern, korban trafficking, dan bentuk kekerasan lainnya. Akses pemerintah kepada PRT juga sangat terbatas sehingga perlindungan kepada PRT sangat minim. Dalam catatan Jaringan Nasional Advokasi PRT (JALA PRT) terdapat beberapa kasus pelanggaran kepada PRT seperti: 

1. Pengaduan upah tidak dibayar; 

2. PHK menjelang Hari Raya dan THR yang tidak dibayar; 

3. Hasil Survei JALA PRT terhadap 4.296 PRT 89% dari tidak mendapat Jaminan Kesehatan, 99% PRT tidak mendapatkan hak jaminan Ketenagakerjaan; 

4. PRT membayar pengobatan sendiri ketika sakit dengan berhutang kepada majikan dan dipotong gaji (Kementerian Ketenagakerjaan RI 2020). 

Berdasarkan data tersebut tampak bahwa perlindungan jaminan sosial belum diberikan secara sepenuhnya oleh pengguna PRT. Memberikan jaminan sosial merupakan kewajiban pengguna PRT sesuai dengan Pasal 11 huruf g Permenaker Perlindungan PRT. 

Kesehatan merupakan unsur esensial yang menjadi dasar agar terciptanya kondisi pekerja yang produktif (Putri and Kusreni 2017). Menurut Arum Atmawikarta, pekerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih kuat dan lebih produktif dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja (Atmawikarta 2005). Dalam konteks kesehatan pekerja sektor informal, khususnya kondisi kesehatan PRT harus diperhatikan oleh pengguna PRT. Pekerjaan PRT yang berat tanpa jam kerja serta gaji yang minim, mengakibatkan banyak PRT yang mengalami masalah kesehatan, umumnya seperti sakit maag, flu, sakit perut, sakit kepala, demam, batuk, gejala thypus dan pegal-pegal akan cenderung lebih memilih hanya beristirahat dari jam kerjanya, membeli obat di warung atau apotek, dan menangis (Lestari 2007). PRT membutuhkan fasilitas kesehatan yang memadai yang wajib disediakan oleh pengguna PRT, dengan mendaftarkan PRT kepada jaminan sosial, seperti BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan agar jika terjadi masalah kesehatan, PRT dapat langsung ditangani dengan layak. 

Data pasti akan jumlah PRT yang berada di Indonesia hingga saat ini belum ada. Baik orgnisasi International Labour Organization (ILO), Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan lembaga-lembaga lain yang peduli akan nasib PRT hanya mampu menjangkau beberapa kota besar di Indonesia. ILO menyebutkan bahwa sampai tahun 2012 setidaknya terdapat 2,6 juta penduduk Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga (ILO 2006). Berikut merupakan data hasil survei Tenaga Kerja Nasioal (Sakernas)  PRT pada tahun 2015 :
Tabel 1

Data Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) Pekerja Rumah Tangga Tahun 2015

	No
	Provinsi
	Jumlah PRT

	1.
	Jawa Barat
	859.000

	2.
	Jawa Timur
	799.000

	3.
	Jawa Tengah
	630.000

	4.
	DKI Jakarta
	481.000

	5.
	Banten
	244.000


Sumber : Data International Labour Organization Tahun 2015

Berdasarkan data tabel 1 diatas, tampak bahwa persebaran PRT di Jawa Timur pada Tahun 2015 berada pada urutan kedua, dengan jumlah 779.000 pekerja rumah tangga. Kota Surabaya sebagai Ibu kota Provinsi Jawa Timur dan menjadi kota terbesar di Jawa Timur dengan Jumlah penduduk kota Surabaya meningkat setiap tahunnya. Sebagai ibu kota Provinsi dan Kota Metropolitan, kebutuhan PRT di Surabaya relatif lebih banyak jika dibandingkan dengan kota kota lainnya yang ada di Jawa Timur.

Kasus PRT yang pernah terjadi di Kota Surabaya salah satunya adalah kasus kematian seorang PRT di dalam kamar yang terkunci di rumah pengguna PRT di Jalan Darmo Harapan 6EH/06, Tanjungsari, Sukomanunggal, Kota Surabaya. PRT tersebut di temukan tidak bergerak dengan adanya bekas muntahan di sebelah kanan Kasur tidurnya. Hasil identifikasi mayat PRT tersebut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan. Berdasarkan saksi, PRT tersebut memiliki riwayat sakit batuk dan sudah dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan 6 bulan yang lalu (Ekoyono 2019). Jika PRT tersebut melakukan pemeriksaan rutin, kondisi PRT tidak akan semakin memburuk. Karena itu Jaminan Sosial PRT sangat perlu diperhatikan pelaksanaannya.
Penelitian sejenis telah dilakukan oleh Anggun Mayrani pada tahun 2021, dengan membahas PRT yang merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan mebahas hak PRT dalam Permenaker Perlindungan PRT serta membahas perlindungan PRT. Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Laurencia Bungan Harapan pada tahun 2018, beliau meneliti kedudukan PRT dalam prespektif BPJS Ketenagakerjaan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kedua penelitian tersebut relatif baik, hanya saja belum memberikan analisis pada aspek tataran implementasi, sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan khususnya bagaimana implementasi pemenuhan kewajiban pengguna PRT atas jaminan sosial yang seharusnya diterima oleh PRT.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana implementasi Kewajiban Pengguna PRT atas Pendaftaran Jaminan Sosial PRT di Kota Surabaya sesuai dengan Permenaker Perlindungan PRT?

2. Apa faktor-faktor penghambat yang dialami oleh Pengguna PRT dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengikutsertakan PRT dalam jaminan sosial?

Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi Kewajiban Pengguna PRT atas jaminan sosial PRT di Kota Surabaya dan untuk mengetahui PRT membutuhkan jaminan sosial di dalam kehidupannya sebagai jaminan dari risiko ketidakpastian saat bekerja. Menganalisis faktor-faktor penghambat yang dialami oleh Pengguna PRT dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengikutsertakan PRT dalam jaminan sosial.

METODE

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti, peneliti memilih untuk menggunakan penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Penelitian ini dilakukukan di Kota Surabaya, karena Kota Surabaya merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah PRT terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Adapun alasan lain peneliti memilih lokasi ini karena pernah terjadinya kasus PRT yang meninggal karena sakit dirumah pengguna PRT di Kota Surabaya. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dari hasil wawancara dengan informan, dan dokumentasi serta data sekunder yang merupakan pendukung data primer dan memiliki hukum mengikat yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum (Nur Dewata, Mukti Fajar and Yulianto Achmad 2015) 
Penelitian empiris membutuhkan informan guna memenuhi kepentingan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Pengguna PRT dan PRT di Kota Surabaya. Pemilihan informan yang tepat tentu akan mempermudah peneliti dalam mendapatkan data, informan yang akan dipilih oleh peneliti adalah Pengguna PRT yang berdomisili di Kota Surabaya dan PRT minimal berusia 18 tahun sesuai dengan Pasal 4 Permenaker Perlindungan PRT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari oleh peneliti. Peneliti menggunakan metode ini tidak semata untuk mengungkapkan kebenaran fakta, namun juga memahami kebenaran tersebut (Nur Dewata, Mukti Fajar and Yulianto Achmad 2015).
Dalam penelitian hukum empiris dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan dan penjelasan secara rinci dan mendalam untuk mengungkapkan apa yang terdapat dibalik peristiwa nyata tersebut dengan maksud mencari nilai yang terkandung didalamnya (Nur Dewata, Mukti Fajar and Yulianto Achmad 2015). Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dengan melakukan wawancara dan melakukan pengolahan data setelah data-data didapat, tidak harus menunggu seluruh data lengkap, data yang sudah ada dianalisis satu persatu. Proses pengumpulan data ini berkelanjutan dengan membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini membahas tentang implementasi kewajiban Pengguna PRT atas Jaminan Sosial PRT di Kota Surabaya. Pemberian jaminan sosial kepada PRT sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 huruf g Permenaker Perlindungan PRT yang wajib diberikan oleh Pengguna PRT saat PRT telah bekerja kepadanya, dimana jaminan sosial yang diberikan berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan didaftarkannya PRT kedalam jaminan sosial tentu memberikan berbagai manfaat salah satunya memberikan rasa aman dan tentram kepada PRT dalam melaksanakan pekerjaannya. PRT yang mendapatkan jaminan sosial dapat fokus untuk melaksanakan pekerjaannya dan dapat meningkatkan kinerjanya (Hayati 2016).
Peneliti melakukan wawancara kepada empat Pengguna PRT dan empat PRT di Kota Surabaya dengan kriteria Pengguna PRT sedang menggunakan jasa PRT dan PRT yang memiliki kriteria minimal berusia 18 tahun sesuai dengan syarat PRT pada Pasal 4 Permenaker Perlindungan PRT. Keempat Pengguna PRT dan Keempat PRT masing-masing berpasangan, yaitu Sofi-Pepy, Dhini-Fatimah, Sri-Rondiah, dan Bagio-Sani. 
Implementasi Kewajiban Pengguna PRT atas Pendaftaran Jaminan Sosial PRT di Kota Surabaya sesuai dengan Permenaker PRT

Peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kewajiban Pengguna PRT atas jaminan sosial PRT di Kota Surabaya. Dalam penelitian, peneliti menemukan empat informan Pengguna PRT yang hingga saat wawancara berlangsung tidak mengetahui akan isi dari Permenaker Perlindungan PRT. Tiga dari empat informan Pengguna PRT yang baru mengetahui Permenaker Perlindungan PRT saat wawancara, sehingga belum melaksanakan kewajibannya untuk mengikutsertakan PRTnya kedalam jaminan sosial. Mereka adalah Ibu Dhini, Ibu Sri dan Bapak Bagio.

Bapak Bagio adalah informan PRT yang menggunakan jasa PRT kurang lebih 14 Tahun dan sering berganti PRT. Saat ini beliau menggunakan 1 orang PRT sejak tahun 2020 akhir. Berkaitan tentang jaminan sosial, Bapak Bagio belum mengetahui dan melaksanakan kewajiban untuk mengikutsertakan PRT dalam jaminan sosial. Hal ini juga dikonfirmasi dengan PRTnya, Ibu Sani. Beliau mengatakan bahwa belum mendapatkan perlindungan atas Jaminan Sosial saat bekerja dengan Bapak Bagio. 

Memberikan perlindungan untuk pekerja sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU BPJS menyatakan bahwa :
“Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.” 
Pengguna PRT sebagaimana pemberi kerja wajib untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya menjadi peserta BPJS. Keenganan pemberi kerja dalam mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial secara otomatis memberikan efek domino pada perlindungan tenaga kerjanya. Jika Pengguna PRT selaku pemberi kerja tidak mengikutsertakan PRT dalam jaminan sosial dapat memberikan kerugian bagi PRT (Candra Sapta 2017).

Melaksanakan kewajibannya sebagai Pengguna PRT untuk mengikutsertakan PRT dalam jaminan sosial dapat dimulai dengan mengikutsertakan PRTnya kedalam BPJS Kesehatan. Pengguna PRT yang masuk dalam kategori PPU dapat mengikutsertakan PRTnya sebagai anggota keluarga yang lain dari PPU, dimana dalam Website resmi BPJS Kesehatan menyebutkan bahwa asisten rumah tangga masuk dalam anggota keluarga yang lain dari PPU. Frasa “asisten rumah tangga” dalam website BPJS Kesehatan sama dengan PRT yang disebutkan dalam Permenaker. Pengguna PRT yang terdaftar sebagai PPU dalam BPJS Kesehatan dan masih aktif membayar iuran dapat mengikutsertakan PRT kedalam kepesertaannya. Selain itu, Penggua PRT dapat secara mandiri mengikutsertakan PRT kedalam BPJS Kesehatan kategori PBPU. Baik mengikutsertakan PRT dalam BPJS Kesehatan sebagai anggota keluarga lain atau PRT sebagai PBPU memiliki iuran yang sama yaitu sebagai berikut :

a) Sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. Iuran tersebut termasuk dengan subsidi pemerintah sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah). 

b) Sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

c) Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I (Ridwan 2021).

Satu informan Pengguna PRT yang telah melaksanakan kewajibannya untuk mengikutserakan PRT dalam Jaminan Sosial adalah Ibu Sofi. Walaupun belum mengetahui isi dari Permenaker Perlindungan PRT, beliau telah melaksanakan kewajibannya dengan mengikutsertakan PRT kedalam BPJS Kesehatan. Alasan beliau adalah karena setiap orang berhak atas perlindungan jaminan sosial. Selain itu, alasan beliau mendaftarkan PRTnya yang memang belum memiliki BPJS Kesehatan adalah karena beliau memiliki pengalaman menggunakan PRT yang berasal dari Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) dimana saat itu terdapat kontrak bahwa beliau wajib membayarkan BPJS Kesehatan milik mantan PRTnya dengan menambah upah sesuai dengan ketentuan yang ada di perjanjian.

Informan selanjutnya dalam penelitian ini yang belum melaksanakan kewajibannya sebagai Pengguna PRT untuk mengikutsertakan PRT dalam jaminan sosial adalah Ibu Dhini. Beliau menyatakan bahwa belum mengetahui adanya peraturan tersebut dan baru mengetahui bahwa PRT nya telah menjadi anggota BPJS Kesehatan Kelas III tergabung dengan orangtuanya di kampung halaman pada saat wawancara berlangsung. Lalu informan lainnya ada Ibu Febrin, dimana beliau belum mengikutsertakan PRT kedalam jaminan sosial. Beliau menyatakan bahwa sebenarnya yang wajib untuk mengikutsertakan PRT kedalam jaminan sosial adalah yayasan atau lembaga penyalur PRT. Sebagai pengguna, beliau tidak ingin mendaftarkan PRT kedalam jaminan sosial karena hal itu tidak efisien bagi dirinya yang seringkali berganti PRT. Selanjutnya, Ibu Sri adalah informan yang menggunakan jasa PRT sejak tahun 2017 hingga saat ini tidak berganti PRT. Beliau memiliki persamaan dengan Ibu Dhini dan Ibu Febrin, persamaan pertama adalah beliau mengaku tidak mengetahui Permenaker Perlindungan PRT dan ketentuan untuk mengikutsertakan PRT dalam Jaminan Sosial. Persamaan kedua adalah PRT dari Ibu Sri telah terdaftar dalam BPJS Kesehatan. 

Kasus yang dialami oleh Ibu Dhini, Ibu Febrin dan Ibu Sri yang ditemukan fakta bahwa PRT yang dipekerjakan telah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Atas dasar Pasal 15 ayat (1) UU BPJS, Pengguna PRT wajib untuk mengikutsertakan PRT dalam Jaminan Sosial tidak semata hanya mengikutsertakan dalam BPJS Kesehatan namun juga dalam BPJS Ketenagakerjaan. PRT yang termasuk dalam kategori PBPU dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disebut sebagai Permenaker No 5 Th 2021 yang menyebutkan bahwa:

“Peserta Bukan Penerima Upah meliputi : 
a. Pemberi kerja; 
b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan 
c. Pekerja yang tidak termasuk dalam huruf b yang bukan penerima upah”. 
Dilanjutkan dalam Pasal 32 ayat (2) Permenaker No 5 Th 2021 menyatakan bahwa:

“Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dan huruf c wajib mengikuti 2 (dua) program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu program JKK dan program JKM, dan dapat mengikuti program JHT secara sukarela”. 
PRT sebagaimana masuk dalam PBPU wajib untuk mengikuti dua program BPJS Ketenagakerjaan yaitu JKK dan JKM. Pengguna PRT dalam mengikutsertakan PRT dalam BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara mandiri melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan dan Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.
Tabel 2

Tabel Dasar Upah / Penghasilan, Iuran dan Manfaat JKK, JKM, JHT Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah

	Penghasilan
	Dasar Penghasilan Penetapan Manfaat
	Besaran Iuran

	
	
	JKK
	JKM
	JHT

	
	
	1%
	
	2%

	≤1.099.000
	1.000.000
	10.000
	6.800
	20.000

	1.100.000- 1.299.000
	1.200.000
	12.000
	6.800
	24.000

	1.300.000 – 1.499.000
	1.400.000
	14.000
	6.800
	28.000

	1.500.000 – 1.699.000
	1.600.000
	16.000
	6.800
	32.000

	1.700.000 – 1.899.000
	1.800.000
	18.000
	6.800
	36.000

	1.900.000 – 2.099.000
	2.000.000
	20.000
	6.800
	40.000


Sumber : Brosur BPU BPJS Ketenagakerjaan
Berdasarkan data tabel 2 tampak bahwa dasar upah/penghasilan, iuran, dan manfaat dari JKK, JKM yang wajib untuk diikuti dan/atau JHT yang boleh diikuti oleh PRT. Iuran tersebut berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM. Selanjutnya mengenai pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Permenaker No 5 Th 2021 menyebutkan bahwa: 

“Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib membayar iuran JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan yang dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau melalui wadah atau kelompok tertentu.”
        Pengguna PRT hanya wajib untuk mengikutsertakan PRT nya kedalam BPJS Ketenagakerjaan dan selanjutnya PRT sebagaimana peserta BPJS Ketenagakerjaan wajib untuk membayar iuran setiap bulannya. Keberhasilan dan kegagalan implementasi dapat dievaluasi dari efek yang ditimbulkan secara nyata dari berlangsungnya suatu program yang telah dirancang (Wahab 2008).

          Dalam penelitian yang mana dari keempat informan menyatakan bahwa belum mengetahui akan Permenaker Perlindungan PRT dan tiga diantara infroman tersebut belum melaksanakan kewajibannya untuk mengikutsertakan PRT dalam Jaminan Sosial. Sehingga efek yang ditimbulkan secara nyata dari Permenaker Perlindungan PRT belum dapat dikatakan berhasil dan kewajiban Pengguna PRT atas jaminan sosial PRT di Kota Surabaya belum diimplementasikan dengan baik. 

Faktor-Faktor Penghambat yang Dialami oleh Pengguna PRT dalam Melaksanakan Kewajibannya untuk Mengikutsertakan PRT dalam Jaminan Sosial

Permenaker Perlindungan PRT yang dibentuk oleh Menteri Ketenagakerjaan Indonesia memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada PRT dengan memberikan perlindungan dasar dan memberdayakan PRT dengan tetap menghormati kebisaan, budaya dan adat istiadat masyarakat. Memberikan perlindungan PRT tidak terlepas dari peran Pengguna PRT untuk memberikan hak dan melaksanakan kewajibannya kepada PRT. Namun fakta yang ditemukan setelah peneliti melakukan penelitian adalah masih ditemukan Pengguna PRT yang belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Pasal 11 huruf g Permenaker Perlindungan PRT yang menyatakan bahwa “Kewajiban pengguna: ... g. mengikutsertakan dalam program jaminan sosial”.
Peraturan dapat dikatakan terimplementasikan dengan baik jika tujuan dan sasaran dari aturan tersebut dapat mencapai hasil akhir yang dikehendaki atau aturan tersebut dapat memberikan efek di dalam masyarakat. Pelaksanaan kewajiban Pengguna PRT dalam mengikutsertakan PRT ke dalam jaminan sosial di Kota Surabaya belum dapat dinyatakan terimplementasikan dengan baik, dimana dalam penelitian ditemukan keempat informan Pengguna PRT belum melaksanakan kewajibannya. Implementasi suatu peraturan tidak terlepas dari efektivitas hukum. Efektivitas hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan untuk berfungsinya norma-norma di dalam hukum yang nyata yang menjadi pedoman pelaku dalam hubunganan hukum yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara (Titik Triwulan Tutik 2006).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi Implementasi Kewajiban Pengguna PRT atas Jaminan Sosial PRT di Kota Surabaya. Peneliti menghubungkan faktor-faktor penghambat yang dialami oleh Pengguna PRT atas Kewajibannya untuk mendaftarkan PRT ke dalam Jaminan Sosial dengan faktor-faktor penegakan hukum. Sebagaimana menurut Soerjono Soekanto  terdiri atas sebagai berikut (Soekanto 2004):
a. Faktor Hukum 

        Pemerintah menerbitkan Permenaker Perlindungan PRT merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap PRT, Pengguna PRT, dan Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) tentang hak normatif, kewajiban para pihak serta eksistensi dari LPPRT. Namun, penetapan Permenaker Perlindungan PRT belum menjadi payung hukum karena tidak adanya ketetapan sanksi administratif ringan, sedang dan berat. Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan atau tertulis, pemberhentian kegiatan dan denda, seperti pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sehingga menambahkan ketentuan sanksi administratif dalam mengimplementasikan perlindungan PRT diharapkan dapat meningkatkan ketaatan baik pihak pengguna PRT dan pihak PRT dalam melaksanakan kewajiban dan memberikan hak masing-masing pihak. 
b. Faktor Sarana atau Fasilitas

Implementasi kewajiban Pengguna PRT atas jaminan sosial dipengaruhi dengan kurangnya sarana atau fasilitas yang dapat digunakan untuk menunjang implementasi Permenaker Perlindungan PRT. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup segala aspek termasuk tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kurangnya pengawasan dari lembaga yang berwenang memberikan perlindungan PRT atas Jaminan Sosial yaitu BPJS dalam mengajak  masyarakat dan mempromosikan hak PRT atas jaminan sosial. Selain itu, kurangnya sumber informasi bagi pengguna PRT mengenai perlindungan PRT. Dalam menunjang implementasi Permenaker Perlindungan PRT, diperlukan suatu penyuluhan secara merata di wilayah Indonesia, baik dilaksanakan oleh Kementrian Ketenagakerjaan dan/atau organisasi - organisasi perlindungan Perempuan dan PRT untuk mempromosikan Permenaker Perlindungan PRT agar lebih dikenal dan dipatuhi oleh masyarakat. 

c. Faktor Kesadaran Masyarakat

        Jaminan sosial merupakan hak dasar setiap WNI sebagai tunjangan kehidupan. Dimana hak atas jaminan sosial itu diatur dalam Pasal 28H ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: 
        “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat”. 
Peraturan mengenai hak setiap warga atas jaminan sosial telah sah dan disebarluaskan sehingga tidak ada alasan bagi warga negara untuk tidak mendapatkan perlindungan jaminan sosial, tak terkecuali PRT. Kesadaran masyarakat akan suatu peraturan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan. Kesadaran masyarakat Kota Surabaya akan Jaminan Sosial untuk PRT dan Permenaker Perlindungan PRT dapat dikatakan jauh dari kata baik. Dapat dibuktikan dari fakta yang ditemukan dalam penelitian dimana beberapa informan penelitian ini memiliki tingkat pengetahuan rendah akan Permenaker Perlindungan PRT dan belum melaksanakan kewajibannya untuk mengikutsertakan PRT dalam Jaminan Sosial.
PENUTUP

Simpulan

Penelitian tentang implementasi kewajiban Pengguna PRT atas jaminan sosial PRT di Kota Surabaya ini menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan Pengguna PRT yang belum mengetahui kewajibannya untuk mengikutsertakan PRT nya kedalam Jaminan Sosial sesuai Pasal 11 huruf g Permenaker Perlindungan PRT. Dalam penelitian menunjukkan lima Pengguna PRT mengakui baru mengetahui peraturan tersebut dan empat diantaranya belum melaksanakan kewajibannya untuk mengikutsertakan PRT dalam Jaminan Sosial. Meskipun fakta yang ditemukan empat dari lima Pengguna PRT belum melaksanakan kewajibannya, Pengguna PRT masih memiliki iktikad baik dan memperlakukan PRT selayak-layaknya dengan memberikan fasilitas kepada PRT selama bekerja dengan memberikan obat dan vitamin serta memberikan waktu istirahat lebih untuk PRT yang sedang sakit. 

Adapula faktor penghambat dalam implementasi kewajiban Pengguna PRT atas jaminan sosial PRT di Kota Surabaya diantaranya, lemahnya Permenaker Perlindungan PRT, dimana Peraturan tersebut belum dapat menjadi payung hukum PRT. Kurangnya pengawasan dari lembaga yang berwenang memberikan perlindungan PRT atas Jaminan Sosial di Kota Surabaya yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Surabaya. Lalu, kurangnya sumber informasi bagi pengguna PRT mengenai perlindungan PRT. Diantara beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kewajiban Pengguna PRT dalam mengikutsertakan PRT kedalam jaminan sosial juga terdapat faktor lain yaitu minimnya kesadaran masyarakat akan sebuah peraturan yang berlaku mengenai hak dasar warga negara dalam mendapatkan perlindungan jaminan sosial tak terkecuali PRT di Kota Surabaya.
Saran

1. Kepada setiap Pengguna PRT diharapkan lebih memperhatikan jaminan sosial PRT sebagaimana merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan hak atas jaminan sosial sesuai dengan Pasal 28H ayat (3) UUD NRI 1945 dan merupakan kewajiban dari Pengguna PRT untuk mengikutsertakan PRT dalam jaminan sosial sebagaimana sesuai dengan Pasal 11 huruf g Permenaker Perlindungan PRT. Mengikutsertakan PRT dalam jaminan sosial dapat dilakukan dengan mengikutsertakan PRT kedalam BPJS Kesehatan, khususnya pada Pengguna PRT yang masuk dalam kategori PPU BPJS Kesehatan dapat mengikutsertakan PRT kedalam keanggotaan yang sama sesuai dengan kelas pelayanan kesehatan yang sudah diikuti Pengguna PRT. Selain itu, dalam mengikutsertakan PRT kedalam BPJS Kesehatan, Pengguna PRT juga dapat mengikutsertakan PRT yang masuk dalam kategori PBPU dan membayarkan iuran setiap bulannya. Setelah mendaftarkan PRT kedalam BPJS Kesehatan, Pengguna PRT juga dapat mendaftarkan PRT kedalam BPJS Ketenagakerjaan kategori PBPU yang wajib mengikuti program JKK dan JKM dan/atau dapat mengikuti program JHT secara sukarela sesuai Pasal 32 ayat (2) Permenaker No 5 Th 2021.

2. Kepada Pemerintah khususnya kepada Menteri Ketenagakerjaan dapat mengkaji ulang Permenaker Perlindungan PRT. Hal ini dikarenakan kurangya perlindungan hukum karena Permenaker Perlindungan PRT masih bersifat umum dan kurang memberikan jaminan akan pekerjaan PRT khususnya atas hak PRT untuk diikutsertakan dalam Jaminan Sosial oleh pengguna PRT. Pemerintah dapat menambahkan sanksi administratif ringan, sedang bahkan berat untuk melindungi PRT, mengingat posisi PRT yang masih lemah setelah diaturnya Permenaker Perlindungan PRT. Harapan selanjutnya adalah dibutuhkan kerjasama antara Dinas Ketenagakerjaan Kota Surabaya dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Surabaya dalam mendata dan membantu PRT dalam mendapatkan haknya atas jaminan sosial. Harapan terakhir agar dilaksanakannya suatu penyuluhan secara merata di Kota Surabaya, baik dilaksanakan oleh Kementrian Ketenagakerjaan dan/atau organisasi-organisasi perlindungan Perempuan dan PRT untuk mempromosikan Permenaker Perlindungan PRT agar lebih dikenal dan dipatuhi oleh masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Afifah, Wiwik and Titik Sri Hidayati. 2016. “Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rumah Tangga.” Mimbar Keadilan.

Atmawikarta, Arum. 2005. “Investasi Kesehatan Untuk Pembangunan Ekonomi.” Www.Bappenas.Go.Id.

Candra Sapta, Ragil. 2017. “Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Sosial Oleh Perusahaan Bagi Tenaga Kerja Di Kabupaten Bandung Dikaitkan Dengan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Dewi, Maya Widyana and Devi Sulistyani. 2017. “Perbandingan Premi Asuransi Kesehatan Peserta BPJS Badan Usaha Dengan Asuransi Kesehatan Swasta.” Jurnal Akuntansi dan Pajak 16(01).

Ekoyono. 2019. “Batuk, ART di Darmo Harapan Surabaya Diketahui Tewas.” Kabar Jawatimur Dot Com, February 23.

Hayati, Titik Sri. 2016. “Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rumah Tangga.” Untag Surabaya 36–69.

Husni, Lalu. 2004. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Idris, Haerawati, Laksono Trisnantoro, and Elan Satriawan. 2015. “Perluasan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Sektor Informal (Studi Evaluasi Pra dan Pasca Jaminan Kesehatan Nasional).” Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia 04(4).

ILO. 2006. Peraturan Tentang Pekerja Rumah Tangga di Indonesia, Perundangan Yang Ada, Standar Internasional Dan Praktik Terbaik. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.

Indonesia, Jamsos. 2019. “Empat Golongan Peserta Jkn.” Retrieved (https://www.Jamsosindonesia.com/Cetak/Printout/452).

Kementerian Ketenagakerjaan RI. 2020. “Kliping Ketenagakerjaan 07 April 2020.”

Lestari, Tri Rini Puji. 2007. “Analisis Kesehatan Kerja Pembantu Rumah Tangga di Surabaya.” Kesmas: National Public Health Journal 2(2).

Nur Dewata, Mukti Fajar and Yulianto Achmad, Eds. 2015. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Putri, Yohanna Adisti Krisna Dwi and Sri Kusreni. 2017. “Analisis Pengaruh Tingkat Kesehatan, Tingkat Pendidikan, dan Upah Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Di Indonesia.” Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan 17(2).

Ridwan, Emerald Adikoesoemo. 2021. Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Agung Terhadap Pembatalan Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020).

Soekanto, Soerjono. 2004. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sudrajat, Tedi, Abdul Aziz Nasihuddin, and Siti Kunarti. 2018. “Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh pada Program Jaminan Kesehatan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.” Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers (November):505–12.

Suharto, Edi. 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Vol. 6.

Suwati, Yuli. 2013. “Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Tunas Hijau Samarinda.” EJournal Ilmu Administrasi Bisnis 1(1).

Titik Triwulan Tutik. 2006. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.


2
1

